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3UPATI MAO「 TAN

l.ERA・i UItAN LUf■TI MACrf■N
NOMOR 21 TAHUN 2014

TEllTAllG

PERUBAHAN KEDUAバ rAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANC PLNミ リABARAN AlhiCtiARAN PElヽ 1,APAil Alヽ

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN W「 ANG MAHA ESA

. rJUPA',t'j jviAclr,iAi\,

Menrrnberng: a. batrwa seltubuttgan ciengan uerlakuirya,pcr.alurarr i,VrsrrLcrr

I(cuangan Nomor 61/pMK. az /2a14 tentang perloiaan Unium
Dan Alokasr 'r'unjangan profesi tiuru pir{s i.)aerah irel;,tiii
Dae.ah Proviirsi, Kabupaterr, Dan i(ota 'fahu, Arrggar,rr
2014, dan sebagai tindaklan_iut surat Menteri Dalam iriegeri
Nomor 9oo/ 17gs/sJ tanggal g April 2074 Hai pe,yeresaier,
Pembayaran 'l\rnjangan profesi Guru pegawai iriegeri ;srpii
daerah (l'PG PNSD), perru clilakukan perubaJra, terrradap
Penjabaran Anggaran cian penciapatan llaerah Kairupate,
Magetan Tahun 2A74;

b' bahwa sehubungan ciengan i:eriakunya peraturan iVlelrter.r
Pendidika, dan Kebuclayaa, Nom,r. 100 Tahu, 2at3
t.entang Petunjuk'I'eknis pengg,naan Dana Alokasi Khrrs,s
ISiciang Penciiciikan Tahun Anggaran 2or4, sibagaimana
telah drubah dengan peratura, rvienteri pendrdikarr ciarr
Kebudayaa' Norlor 13 Tahun 2at4 tentang perubahan Atas
Peraturan Menten pendidikan cian Kebudayaa, Nom<,r luu
l'ahun 2ol3 tentang petunjuk Teknis penggunaan Dana
Alokasr K-trusus urtia'g },crrclrcrrkarr'i'airun d,rrgBar-i..i.r .zv.Lo 

,

maka perlu ada penyesuaian kegiatan dalam Anggaran
Pendapatan cian Beianta Ljaeratr 'i'ahun Ariggar"ar L,zV L+;



bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 127 lPermentanf oT.l4ol12l2o13 tentang

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Brdang

Pertanian Tahun 2074, perlu ditindaklanjuti dengan

penyesuaian kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan;

bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Kepala

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor 342|PER/Bll2A13 tentang Pedoman Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 'l'ahutr

Anggaran 2014, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian

kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan clan

Keluarga Berencana;

e.bahwa sebagai tindaklattut Surat Gubernur 」awa Ti■lur

Nomor 903/12。 922/202/2013 tanggal 17 Dcscmber 2014

perihal Plafon Anggaran Belatta Bantuan Keuangan Khusus

Kepada Kabupatcn/Kota Pada APBD Provinsi」awa Timur

Tahun 2014 dan Surat Gubernur 」awa Tilnur Nomor

100/3459/011/2014 tangga1 28 Fcbruari 2014 perihal

Bantuan Keuangan Peringatan Hari 」adi  Ke 69 Provinsi

」awa Tilnur Tahun 2014,maka bantuan keuangan terscbut

perlu di tampung dalam Anggaran dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2014;

f.sehubungan dengan beberapa hal sebagaiinana dirnaksud

pada huruf a,huruf b,huruf c,huruf d dan huruf e,maka

perlu   adanya   pcnambahan   kegiatan,   pcrubahan/

penggeseran kegiatan antar belatta pada Satuan Kc4a

Pcrangkat Daerah (SKPD)penerima Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  dan
Pendapatan Daerah Propinsi 」awa ′1｀ilnur yang tercantum
dalam  Pettabaran Anggaran  dan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2014;

g. bahWa guna kepentilgan sebagailnana diinaksud pada

huruf f dipandang perlu mcnctapkan Pcraturan Bupati

tentang、 Perubahan Kedu,Atas Peraturan Bupati Magetan i

Nomor 61 Tahun ?013 tentang Pcn」 abaran Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :  1.undang― Undang  Nomor  12  Tahun   1950  tcntang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi

Jawa Tirnur(Berita Negara Republik lndOnesia Tahun 1950

C.

d.



Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Unciang -
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Datl Il Surabaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273o);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N omor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan Pengeloiaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440O);

6. Undang-Undang .Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan , Nasional (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang N6mor 12

Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahrun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4a4a);
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8  Undang― Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tCntang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 20IL Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor
s23a);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 'fahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l.ahun 2004
Nomgr 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

' Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 1 Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ,l.ahun 2O0S renrang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor
45021 sebagaimana teiah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2072 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 I ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5saO);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesta 'lahun
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republtk

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem .

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah.dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20t0
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan l)aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'I'ahun '2UUa, renrang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemenntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik indonesra Nomor
46r4);

18. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 18, .l'ambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 29721;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang .l'ata

. cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S l b 1);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Irt-egara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 20 1 1 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik iucionesiai

Tahun 20 1 1 Nomor 59 Tamba-han Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2U12

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O 1 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerair,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasronal;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partar

Politik;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun 2OI3
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );

2T.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakiian Rakyat. Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahuo 2OO4

Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

Tahun 2OO7 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2007 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

8);

30. Peraturan \ Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerlntah KabupaLcrr

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Mageratl

Tahun 20O8 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011

tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 201 1 Nomor S);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor B Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 20_t .t

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2O11 Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2Ol2 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor Z,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O14 Nomor 1 1);

38. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Magetan

⌒
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Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2074 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 'l'ahun

2Ol3 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2OI4 Nomor 11);

MEMUTUSKAIN:

Mcnctapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG

PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Peraturan Br-rpati Magetan Nomor 61 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah I{abupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2A13 tentang Penjabaran
Angga.ra-n Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah
sebagai berikut:
7. Pasal 7, terclapat pe:'i-rbahan parla Pend.a.patan, Belanja Tidak Langsqng,

Belanja Langsung dan Penerimaan Pembiayaan sehingga keseluruhan Pasal
i berbunyi sebagai bci-ikut :

Pasal 1

Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 terdiri
atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

Rp。 112.758.800.000,00

Rp.945。285.802.979,00

Rp.329。270.306.473.00

RP。 1.387.3■ 4.909。 452,00

RP。 983。797.663.260,00

Rp.894.638。 302.995,00

8
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3) Belanja Subsrdr

4) Belanja Hibah

5) Belan ja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belan-ia Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja. Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

3. Pem biayaan :

. a. Penerimaan

b. Pengeiuaran

Jumlah pembiayaan

Sisa Lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp.

Rp. 25.441.75O.OO0,OO

Rp. 5.849.700.000.,00

Rp.

Rp. 53.849.534.1 1 1,00

Rp. 4.O18.376.154,OO

Rp.498.79s.828.78O,OO

Rp. 21.177 .039.500,00

Rp. 255. 1 39.37 4.g 46,O0

Ro. 222.479.4 14.334.OO

Rp. 1.482.s93.a92.o4O.OO

Rp (95.27a.582.5a4.OO1

Rp. 1 1 1.778.582.s88,00

Rp. 16.500.o00.000.00

Netto Rp. 95.278.582.588.00

Rp. O,OO

2. Lampiran i, Ringkasan penjabaran Anggaran pendapatan dan Betanla
Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Dana penyesuaran dan
Otonomi Khusus ada penambahan sebesar Rp.4Z.13S.29Z.T 16,00
(Empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima .;uta ciua ratus
sembiian puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiahJ dari semula
sebesar Rp.208.327.117.z84,oo (Dua ratus delapan milvar tiga ratus dua
puluh tujuh juta seratus seberas ribu tujuh ratus delapan puruh empat
rupiah) sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar
Rp.255.462.4O9.5O0,00 (Dua ratus lima puluh lima miiyar empat ratus
enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratds rupiah).

b. Beian-ia Tiddrk Langsung pada Belanja pegawai ada penambahan sebesar
Rp.78.773.722,189,OO (Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh
pr-lh-r-h tiga, ilrta trrjuh ratus dua puiuh dua ribu seratus delapan puluh
sembilan rupiah) dari semuia sebesar Rp.g i 5.g6a.5gO.gO6,OO (Delapa,
i'ailus lirna belas mili.'ar dela.pan i-atus enam pl_tlr-lh empnt juta lima ratus
delapan puluh ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga secara
kesciu.r riiiaii n-renjadi sebe sai. Rp.894.638.302.99S,OO (Delapan ratr-rs

sembiian puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga
ratus ciua ribu sembiian ratus seurbiian puiuii iiriia i.upiah).
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c. Belanja Langsung pada Belanja Pegawai ada pengurangan sebesar

Rp. 12.68O.0OO (Dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

dari semula sebesar Rp.21.189,7 19.5OO,00 sehingga berkurang menJadr

Rp.2 l. 177.o39.5oO,00;

Pada Belanja Barang dan Jasa ada penambahan sebesar

Rp.440. 1 17.O8O,OO (Empat ratus empat puluh juta seratus tujuh belas

ribu delapan puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.254 .562 .992.866 ,o\)
sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.25S. f 39.324.946,00 ;

Pada Belanja Modal ada pengJurangan sebesar Rp.204.192.800,00 (Dua

ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
dari semula sebesar Rp.222.683.607.134,OO sehingga bertambah
menjadi sebesar Rp.222.47 9.4 1 4.334,OO;

d. Penerimaan Pembiayaan terdapat penambahan pada Sisa Lcbih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar
Rp.31.86 i.668.753,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam
puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima
puluh tiga rupiah) dari semula sebesar Rp.67.266.913.83S,OU sehlngga
secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.99.228.582.588,00 (Sembilan
puiuh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus
delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja L)aerah
terdapat perubahan pada Satuan Kerja perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, Badan Pemberdayaan perempuan dan Keruarga Berencana,
sekretariat Daerah, Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BpKliD)
dan Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan
1). Belanja Tidak Langsung (Kode rekening 1.01.1.01.0i.00.00.5.1.)

i.1.) Belanja Pegawai (Kode rekening i.O 1. 1.0 t.O 1.00.00.5. 1. 1.)

Penghasilan Lainnya (Kode rekening 1.O1.1.O1.O1.OO.00.5.1.1.

02.)

1.1.1)Tunjangan Profesi Guru PNSD (Kode rekening
1.O 1. 1.01.Oi.oo.o0.5. 1. 1.o2.o2.)

sebesar Rp.7 8.77 3. I 22. i 89,U0);

ada penambahan

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kode

rekening 1.O 1.1.O 1.U 1.16.);

2.1). Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu pendidikan

(Kode rekening 1 .01. 1.01.0 1.16.97 .);

10



2.1.1)Pada Belそ uηa Pcgawai (Kodc rekening  1 01 1 01 01

16.97521)  HonOraHum  PNS  (Kode  rckening

101 101.01 169752101)ada pcnambahan sebcsar

Rp.16500.000,00;

212)Pada  Belan」 a  Barang  dan  Jasa  (Kodc  rekening

101.1.0101.16.97522)Belan」 a Bahan Pakai Habis

Kantor(Kode rckcning 1 01 1.01.01.169752201)ada

penambahan sebesar Rp.2.500.000,00; Bclattd 」asa

Kantor(Kode rckcning l.01 1.01.01 169752203)ada

pcnambahan scbcsar Rp.15850.000,00; Bclan」 a Cctak

‐    dan Penggandaan (Kodc rekening l.01 10101 1697

522.06)ada pCnambahan scbesar Rp 6 967 900,00;

Belal■」a Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr/Tanah

(Kode rekcning l.01 101.ol 16 97.5.2207.)ada penam_

bahan sebesar RP 47 000.000,00;dan Belatta Pettalanan

Dinas (Kode rekening l.01 l ol ol 16 97.5.2.2.15)ada

penambahan sebesar Rp l1 755 000,00;

2.1.3)Pada BClan」 a ルlodal(Kodc rekening l.01 10101.16.97

5.2.3.)Bclanla Modal Pengadaan Konstruksi/PCmbelianオ
)

Bangunan (Kode rckening l.011.01 ol.169752326.)

ada pengurangan sebesar Rp 1 938 830 300,00; Belan」 a

Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan (Kode rckcning

l.01,1 01 ol 16 97. 5.23.33)ada penambahan scbcsar

Rp.1838257400,00;

3)Program Pendidikan Menengah(Kode rekening l ol l.ol ol.17)

31)Kegiatan Rchabilitasi Sedang/Bcrat Ruang Kclas Sck01ah(Kode

rckening l.ol.1.0101 17.44.);

3.1.1)Pada Belatta PCgaM′ ai(Kodc rekening 1 01.1:ol.01 17.44

5.2.1)Honorarium PNS (Kodc rekening l ol l ol ol.

ada pcngurangan sebesar
Rp.7.650.000,00; Uang Lembur (Kode rekening
1.O1.1.Oi.O1.17.44.5.2.2.03.) ada pengurangan sebesar
Rp.3.s0O.000,0O;

3.1.2). Pada Belanja Baraag dan Jasa (Kode rekening
1.O1.1.O1.01. 17.44.5.2.2.) Belanja Bahan pakai Habis
Kantor (Kode rekening 1.01.1.O1.01.12.44.5.2.2.01.) ada
penambahan sebesar Rp. 1.30O.0O0,OO; Belanja Jasa
Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.i 2.44.5.2.2.03.) ad.a

. penambahan sebesar Rp.7.500.00O,O0; Belanja Cetak
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dan Penggandaan (Kode rekening 1.01. i,U 1.U 1. .t /.

4 4. 5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp. 4. 26.,9. 000,00 ;

Belanja Sewa Rumah lGedungl Gudang/ Parkir/ Tanah

(Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.O7.) ada

pengurangan sebesar Rp. 10.000.0OO,O0; Belanja

Makanan dan Minuman (l(ode rekening

1.01.1.O1.01.17.44. 5.2.2.1 1.) ada penambahan sebesar

Rp.6. 100.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode

rekening 1.01.1.O 1.01. i 7.44.5.2.2.15.) ada pengurangan

sebesar Rp.2O.O0O.OO0,OO;

3.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening I.01.1.U1.01.

17.44.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Kc,nstruksi/

Pembelian*) Bangunan (Kode rekening 1.O 1.1.01.01.

pengurangan sebesar

Rp.487.039.90O,0O; Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Pendidikan (Kode rekening i.01.1.O1.O t.17.44.5.2.3.38.1

ada penambahan sebesar Rp.509.020.UU{J,00;

3.2). Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium dan

Praktikum Sekolah (Kode rekening i.01. l.O1.O\.17.73.);
3.2.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.O 1. 1.01 .0 l.t7 .23.

5.2.1.) Honorarium PNS ada pengurangan (Kode rekening

1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.) ada pengurangan sebesar

Rp. 15.975.0O0,00; Uang Lembur (Kode rekening
1.O 1.1.O 1.O 1.17.73.5.2.1.O3.) ada pengurangan sebesar

Rp.5.13U.uUU,00;

3.2.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.

1.01.01.17,73.5.2.2.\ Belanja Bahan Pakai Habrs Kanror
(Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.) ada penam-

bahan sebesar Rp. 5.OOU,0O;

3.2.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.O1.1.01.01.17.73.

.5.2.3) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan
(Kode rekening 1.01.1.O1.01.17.73.5.2.3.33.) ada penam-

bahan sebesar Rp.2 1. 100.(J()0,OO;

b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keiuarga Berencana.
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kode rekening

1.72.7.72.O)..Ot.);

1. 1). Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administ"rasi

Perkantoran (Kode rekenin g l. 12. 1. 1 2.0 1.0 1.02.)
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1 1 1)Pada Belatta Pegawai(Kode rekcning l 12 1 12 01.0102

52.1)HonOrarium PNS (Kodc rekening l 12.1 12.01

pengttrangan se besar

Rp.1.200.000,00;

L.I .2J. Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening
I.12.1.12.O1.O1.02.5.2.2.) Belanja Bahan pakai Habis
Kantor (Kode rekenin g L. 12. 1. t2.O 1.O 1.O2.5.2.2.0 1.) ada
pengurangan sebesar Rp.536.750,0O; Belanja Cetak dan
Penggandaan (Kode rekening 1.72.1.12.O1.O1.O2.

5.2.2.06.) ada pengurangan sebesar Rp. 600. 000, O0;

1.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.1.1,2.or.Oi.O2.
5.2.3.) Belanja Modal pengadaan Komputer (Kode

rekening t. 12. 1. l2.O 1.O 1.02.5.2.3 J.2) ada pengurangan
sebesar Rp. i61.460.000,00; Belanja Modal pengadaan

Aiat-alat Studio (Kode rekening l.l2.l.12.OI.Ot.O2.
5.2.3.16_) ada pengurangan sebesar Rp. 165.53O.00O,00;

2). Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur (Kode rekening
1.12.t.12.O1.02.)

2.1). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Kode rekening
1.12.1.12.0 L02.03.)

2.1.1). Pada Belanja pegawai (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.
5.2.1.) Honorarium piVS (Kode rekenin g 1.L2.I.12.O1.O2.
03. 5.2. 1.0 1.) ada penambahan sebesar Rp.6,/5. OpU,UO;

2.1.2\. Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening
1.12.1.12.01.O2.O3.5.2.2.) Belanja Bahan pakar Habis
Kantor (Kode rekenin g l.12.1,.I2.OL.O2.O3.5.2.2.0 t.) ada
penambahan sebesar Rp,3.010.000,00; Belanja Cetak
dan Penggandaan (Kode rekening 1.12.1.12.O1.O2.O3.
5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.6.750.0O0,0O;
Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.12.1.12.01.
020352215) ada penambahan sebesar

Rp. 1.93 1.000,00;

2.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 7.t'2.t.1,2.Or.O.2.O3.

5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan peralatan I(antor (l(ode
rekening 1.12.1.72.O1.O2.O3.5.2.3.1U.) acia pengurangan
sebesar Rp.400.000,00; Belanja Modal pengadaan

Perlengkapan Kantor (Kode rekenin g l. 72. 7. 1,2.O I.O'2.OJ.

5.2.3. I 1.) ada pengurangan sebesa.r Rp. 1.600.00O,00;
Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kode rekening
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1.121 1201020352.312)ada penambahan sebesar

Rp.110.778p00,00;   Bclan」 a   Modal   Pcngadaan

Konstruksi/Pembelian■ )  Bangunan  (Kode  rckening
l 12.1 12.0102.03.523.26.)ada pCngurangan scbcsar

Rp 6.988000,00;

22)Kcgiatan  Pcngadaan  Kcndaraan  Dinas/Opcrasional (Kode

rekcning l 12 1 12 01 02 05.);

2.2.1)Pada Belatta MOdal(Kodc rekening l 12.1 120102.05

523) BelallJa Modal Pengadaan Alat― alat Angkutan

Darat Bermotor (Kode rekcning  l 12 1 12 01 02 05

5.2.303.)ada penambahan sebcsar Rp.91.500.000,00;

2.3)Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Remala bagi Kelo■ lok Sebaya di Luar Sek01ah(Kodc rckcning
l 121 1201.02.31.);

23.1).Pada Bel`utta Pcgawai(Kode rekening l 12 1 12.010231

521.)HOnOrarium PNS (К bde rekening l 12 1 12.01.

ada penambahan sebesar

Rp. 1.750.O00,O0;

2.3.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekenrng
1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.) Belanja Bahan pakai Habis
Kantor (Kode rekening I.12.1.12.01.02.31.5.2.2.0i.) ada
penambahan sebesar Rp. 1.187.1OO,00; Belanja Bahan/
Material (Kode rekenin g l. 12. 1. 1 2.O I .O2.3 I .5.2.2.O2.1 a(ta
penambahan sebesar Rp.15.OOO.00O,O0; Belanja

' Perawatan Kendaraan Bermotor (Kode rekenrng

1.12.1.12.O1.02.31.5.2.2.O5.) ada penambahan sebesar
Rp.1.5OO.OOO,OO; Belanja Cetak dan penggandaan (Kocie

rekening l. 72. I. l2.O 1.O2.3 L.5.2.2.O6.) ada penambahan
sebesar Rp.2.100.000,O0; Beianja makanan dan
Minuman (Kode rekening 1.12.1.12.O1.O2.31.5.2.2.11.1

ada penambahan sebesar Rp.898.500,00; Beianja
Perjalanan Dinas (Kode rekening L.12.1.12.01.O2.31.
5.2.2. I 5.) ada penambahan sebesar Rp. 3. 564. 4U0, {.X-);

2.3.2). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.t.12.OI.O2.31.
5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kocie

rekening 7.72.1.72.O1.O2.31.5.2.3.72.) ada penarnbahan

sebesar Rp. 105.000.000,00; Belanla Modat Pengaciaan

Alat-alat Studio (Kode rekening 1.12.1.12.01.O2.31.

5.2.3.16.) ada penambahan sebesar Rp.72.000.00O,0O;

14
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3). Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.);

3. i). Kegiatan Pengumpulan Bahan Inlbrmasi tentang Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (Kode rekening

7. 12.t.1,2.O1.22.O 1.);

' 3.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekenin g 1.12.1.12.Ot.22.01.

5.2.i.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.12.1.12.O)..22.

01.5.2.1.01.) ada penambahan sebesar Rp. 1.850.000,00;
3.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekenrng

1.12.1.12.O1.22.07.5.2.2.) Belanja Bahan pakai Habis

Kantor (Kode rekenin g l. 12. l. 12.O 1.22,0 1.5.2.'2.rJ t.) ad,a

, penambahan sebesar Rp.22O.OO0,OO; Belanj a Bahan /
. Material (Kode rekening 1.12.1.12.O1.22.OI .5.2.2.O1.) ada

penambahan sebesar Rp.89.832.630,0O; Belanja Cetak
dan Penggandaan (Kode rekening 1.72.1.7,2.O1.22.o1.

5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.300.000,00;
Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening
1.12.1.12.O1.22.O1.5.2.2.11.) ada penambahan sebesar
Rp.672.5O0,0O; Belanja perjalanan Dinas (Kocie rekening
1.12.1.12.O1.22.OL5.2.2.15.) ada penambahan sebesar
Rp.I.039.900,00;

Sekretariat Daerah.

1). Program Pembinaan dan peningkatan pemerintah Kabupaten/
Kecamatan/Desa (Kode rekening 1.2O.1.20.O3.28.);

1.1). Kegiatan Peningkatan dan pembinaan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara (Bantuan propinsi) (Kode rekening 1.2O.1.2O.O3.
28.23.1;

i.1.i). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening
1.2O.1.20.03.28.23.5.2.2) Beianja Bahan pakai Habis
Kantor (Kode rekenin g 1.2O. 1.2O.03.28.23.5.2.2.0 t.) ada
penambahan sebesar Rp. 4.353.20O,00; Belanja Jasa
Kantor (Kode rekenin g 7.2O. I.20.08.2A.23.5.2.2.03.) ada
penambahan sebesar Rp.24.5S0.000,00; Belanja Cetak
dan Penggandaan (Kode rekening 1.2O.1.2O.03.28.23.
5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp. 1.1 12.8OO,OO;

Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor (Kode

rekening 1.2O. 1.20.08.28.23.5.2.2. tO.) ada penambahan
sebesar Rp. 10.8i2.5OO,OO; Belanja Makanan dan
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■linuman (Kode rekening 1 20 1.20032823.b.2211)

ada pcnambahan  sebcsar Rp 8.171500,00;  BclanJa

Pakaian Khusus dan Hari―Hari Tertcntu (Kodc rckcning

1201.20.0328.23522.14)ada pCnambahan scbcsar

Rp 1 000 ooo,oO;

d.Badan Ketahanan Pangan

l)PrOgram Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan

Pangan(KOdC rckening 1 21 1 21 01 17);

1 1)Kegiatan  Pcnguatan  cadangan  Pangan  (Kode  Rekening

121121011701);

1・ 1 1)Pada  Belatta  Barang  dan  」asa  (Kodc  rckcning

121 1.21 170152.2り OeiaI」 a Bala118 u【 ltttk diserallkall

kepada  pihak  Ketiga/Masyarakat  (Kode  rekening

121 121ol 17 0152 2.23)ada penambahan scbesar

Rp.190.ooo o00,oo;  Bclall」 a  Modal (Kodc  rekening
l.21 1.21.01 1′′ol.52.3)Bclall」 a Modal Pengacaan Alat―

alat  Peng。 lahan  Pertanian  dan  Pcternakan  (Kode

rekening 1 21 1 21 01 17 01 5.23_09。 )ada pengurangan
sebcsar Rp 19o.000.00o,oo;

e.Badan Penge101aan Keuangan datt Aset Daerah

l. Pendapatan Daerah(Kode rekening l.20.12005000o.4);

1 1)Lain iain Pcndapatan Dacrah Yang Sah (Kodc rekcning

120120.05000o43)

ll.1)Dana Pcnycsuaian dan Oto,Omi Khusus(Kooe rekCning

l.20.120.0500.004.34.) Dana  Pcnycsuaian  (Kodc

rekcning 1 20 1 20.05000o43401.)Dana Penycsuaian

dari Pemerintah (Kodc rekening
1201200500004340103)   ada   pcnambahal■

sebcsar Rp 47.135297716,00)

12)Penerimaan    Pembiayaan    Dacrah    (Kodc    rekening

l.20.1.20.05.000061.);

121)Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun ′へnggaral■

Scbclumnya (Kodc rckcning 1 20.12005000061 1)

Sisa penghematan BclanJa atau akibat iainnya (KOdC

rekening  l.20120.0500006.1.104) Bclall」 a  Tidak
Langsung  dan  Bclal■ 」a  Langsung  (Kodc  rckcnil■ g

120.120.05000061.104.12)ada penambahan sebesど「
Rp 31.861668753,00)

Pusat
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4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, secara keseluruhan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud daiam peraturan Bupati ini
selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2014

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

IARTINI

BERITA DAERAH ICABUPATEN MAGEЪ へN TAHUN 2014 NOMOR

BUPATI MAGETAN,

MANTRI
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